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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki hasil bumi
yang melimpah dan negara kepulauan yang memiliki hasil laut dengan
beranekaragam. Indonesia juga kaya akan hasil tambang sehingga apabila diolah
secara efektif dan efisien dapat menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi.
Pembangunan nasional akan dilaksanakan secara berkisanambungan agar
tercapainya tujuan nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial”?

Pembangunan nasional merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu
negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi seluruh kebutuhan
rakyat. Berdasarkan bunyi Pasal 33 Ayat 3 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hal tersebut dikarenakan bahwa
pembangunan merupakan proses menuju perubahan serta perkembangan dari satu

kesulitan menuju kearah kemudahan. Salah satu faktor yang menjadi penentu bagi

! Maulida Soraya Ulfah dan Denny Suwondo. 2019. “Pelaksanaan Pendaftaran Tanahh
Sistematis Lengkap Di Kabupaten Demak Implementation Of Complete Systematic Land
Registration (PTSL) In Demak District. Konferensi limiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2.
ISSN. 2720-913X. HIm 82



tercapainya keberhasilan serta pemerataan pembangunan, dalam arti kepentingan
nasional adalah pertanahan itu sendiri.?

Dalam konteks pertanahan, tanah merupakan permukaan bumi yang
berupa daratan tempat manusia beridiri, bertempat tinggal, bercocok tanam dan
segala jenis usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya serta yang
terpenting adalah tempat dimana suatu negara berdiri untuk melindungi,
mengayomi rakyatnya dan untuk mencapai tujuan hidup yaitu kemakmuran dan
kesejahteraan melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah.’

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah, searah dengan lajunya
pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia. Dengan
demikian fungsi tanah pun mengalami perkembangan sehingga kebutuhan
masyarakat akan tanah juga terus mengalami peningkatan disesuaikan dengan
tingkat kebutuhan yang beranekaragam. Begitu pentingnya tanah bagi manusia
bisa dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari
tanah.*

Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Segala
aktivitas manusia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan tanah, sebagaimana sifat
alamiah manusia membutuhkan tanah sebagai tempat beraktivitas dan mencari

penghidupan, maka hubungan manusia dan tanah tidak dapat terpisahkan.

2 Ibid.

* Asep Hidayat, Engkus dkk. 2018. « Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandung”.
Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 1 Nomor 1. HIm 100-101

* Maulida Soraya Ulfah dan Denny Suwondo. Loc.cit



Sedemikian eratnya hingga melahirkan bentuk hubungan yakni sosial, emosional,
dan spiritual .’

Makna tanah bagi manusia tidak pernah terbantakan. secara hakiki tanah
tidak hanya memberi fungsi sosial, ekonomis, budaya, politik pertahanan-
keamanan dan aspek hukum. tetapi juga kultural, kehormatan, identitas, atau
harga diri. Tanah tidak semata-mata berarti benda dalam arti fisiknya, namun
diatasnyalah dibangun ruang sosial, berbagai hubungan dijalin, persaingan terjadi,
pengusaha dominan dan politik dikontestasikan. Sehingga tidak salah jika
dikatakan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang penting untuk
kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya
sekedar tempat hidup, namun tanah juga merupakan tempat manusia untuk
berkembang.®

Secara filosofis, tanah cenderung diartikan sebagai land dan bukan soil,
sehingga tanah dipandang dalam visi multidimensional. Makna multidimensional
tanah bagi masyarakat, menurut Heru Nugroho, adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat

mendatangkan kesejahteraan.

2. Secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam

pengambilan keputusan masyarakat

3. Sebagai budaya, tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status

sosial pemiliknya

® NI luh Juliani dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. 2021. “ Fungsi pelaksanaan pendaftaran
tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Tabanan Dalam Rencana Tata Ruang Terhadap
Masyarakat”. Jurnal Kertha Negara E-ISSN: Nomor 2303-0585. Vol. 9 No. 1 Him 13

® Zuman Malaka. 2018 « Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum
Adat dan Hukum Islam”. Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol 21, No 1, ISSN
2088-2688. HIm 102



4. Tanah bermakna sakral karena berurusan dengan warisan dan masalah-

masalah transedental.’

Sedangkan dalam prespektif yuridis, tanah memiliki peranan yang sangat
penting dalam kehidupan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun
dampak bagi orang lain. Oleh karena itu untuk mencegah masalah tanah agar tidak
menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, maka diperlukan
pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut
hukum tanah.®

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang
pertanahan dan dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum maka diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan dari pendaftaran
tanah yaitu agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak
atas tanah. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
bahwa pendaftaran tanah dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, dikeluarkanlah
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang
kemudian disempurnakan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Indonesia.’

Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pertama kali
untuk mendaftarkan tanah-tanah yang belum pernah di daftarkan atau belum
pernah disertifikatkan. Sebagai hal yang sangat penting, hak atas tanah perlu

dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin adanya kepastian hukum, guna

" Ibid. HIm 103

® Ibid.

° Mira Novana Ardani. 2019. “Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum”. Jurnal Gema Keadilan
(ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi Ill. HIm 270



menjamin adanya kepastian hukum bagi para pemegang hak dan para pihak yang
berkepentingan pada tanah tersebut.’® Pemerintah selalu melakukan upaya untuk
melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia agar terus berjalan, dengan
terus melakukan perbaikan, penyempurnaan aturan-aturan yang telah dikeluarkan.
Diketahui dalam tahun yang sama selain adanya PRONA terdapat kembali
program mengenai Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap serta dikeluarkannya peraturan tentang program ini.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diadakan atas dasar
kebutuhan masyarakat atas tanah yang semakin hari semakin meningkat, maka
bisa dipastikan jika kebutuhan dalam pembuatan sertifikat tanah akan meningkat
pula. Anjuran atau himbauan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki tanah
untuk membuat sertiikat tanah yang sah, tetapi timbul rasa enggan dan beberapa
faktor yang melatarbelakangi masyarakat untuk tidak mengurus sertifikat
tanahnya.

Tidak hanya itu saja, alasan atau kebijakan dilaksanakan program PTSL
karena untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan, maka Badan
Peratanahan Nasional dari pusat sampai daerah mengeluarkan berbagai kebijakan
di bidang pertanahan untuk kepentingan golongan masyarakat, begitu juga untuk
masyarakat golongan ekonomi lemah dengan memperhatikan aspek keberpihakan
kepada masyarakat. maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk
menunjukan suatu upaya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

dalam penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan oleh pemerintah.

NI luh Juliani dan | Gusti Ngurah Dharma Laksana.. Op.cit. HIm 12



Adanya program ini untuk mendukung percepatan pendaftaran tanah
diseluruh wilayah dan sebagai salah satu perwujudan dari salah satu proyek
strategis nasional. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan
aturan terkait dengan pelaksanaan program PTSL yang menjadi pedoman
pemerintah dalam melaksanakan program ini yaitu adanya Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun
2016 kemudian diubah oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan disempurnakan dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun
2018™,

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan tanggung
jawab besar pemerintah. Dalam hal ini masyarakat mempunyai hak untuk
mendapatkan informasi akan pentingnya surat tanda bukti kepemilikan sertifikat
tanah. Pelaksanaan program tersebut di kantor pertanahan diharapkan dapat
melaksanakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatannya berada.

Pemberian hak dan kewenangan atau yang menggambarkan adanya peran
Badan Pertanahan Nasional terhadap pelaksanaan program PTSL yakni
diamanahkan dalam Peraturan Presiden No 48 Tahun 2020 tentang Badan
Pertanahan Nasional dalam Pasal 3 Huruf b yang menyatakan bahwa BPN
menyelenggarakan fungsi melakukan “ Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang survey, pengukuran dan pemetaan pertanahan. Hal ini berhubungan erat

dengan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam menerapkan program

“Mira Novana Ardani. Op.cit. HIm 271



Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terkait dengan tahapan yang harus
dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan program PTSL
ini hingga mencapai tujuannya untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak
atas tanah masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pendaftaran tanah diseluruh wilayah
Indonesia, meski telah didukung dengan dikeluarkannya aturan-aturan yang
mengatur mengenai pendaftaran tanah, dan dalam rangka percepatan
pendaftarannya dilakukan secara sistematis, yang kemudian dinamakan
kegiatannya yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), tetap
dimungkinkan adanya hambatan, kendala yang ini dapat merupakan suatu
tantangan tersendiri untuk mewujudkan amanah yang terdapat dalam Pasal 19
Ayat 1 UUPA yang berbunyi bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh
pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.'?

Dalam pelaksanaannya program PTSL dilaksanakan di desa demi desa
diwilayah kabupaten hingga perkotaan yang meliputi seluruh objek pendaftaran
tanah. Kebijakan ini dilaksanakan untuk membangun data bidang tanah dan
menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah
terdaftar lengkap dan akurat. Jadi kinerja PTSL disamping mengejar kuantitas,
juga harus diikuti dengan kualitas data yang dihasilkan yang seluruhnya tersaji
dengan terpetakannya seluruh bidang tanah sehingga membentuk desa lengkap

pada setiap lokasi PTSL.

2 1bid



Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Gorontalo antara target dan pencapaian terhadap penerbitan sertifikat
tanah melalui program PTSL perlu ditingkatkan lagi begitupun dengan bentuk
penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Gorontalo yanh hanya masih dilaksanakan di desa-desa yang diterapkan program
PTSL saja atau hanya tarlaksana berdasarkan penetapan lokasi program ini.
Mengenai hal tersebut bisa dilihat dari data pencapaian sertifikat tanah pada tahun
2020 yang mengalami saving dalam merealisasikan sertifikat tanah melalui
program PTSL. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya saving pada tahun
tersebut karna faktor pandemic terhadap kinerja Badan Pertanahan Nasional
terkait program tersebut untuk merealisasikan sertifikat tanah. Hal ini akan
diuraikan melalui data yang didapatkan dari Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Gorontalo

Tabel 1

Data sertfikat tanah yang sudah direalisasikan oleh BPN melalui program PTSL

Tahun Target Sertfikat yang terealisasi
2019 7.300 7.242
2020 7.800 2.500
2021 6.076 5.076

(Sumber Data: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo)
Dalam menerapkan berbagai aturan tentang pendaftaran tanah yang sudah
ada maka peran Badan Pertanahan Nasional sangat dibutuhkan untuk menerapkan
dan mendukung berbagai upaya yang sudah dilakukan. Salah satunya melalui

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini merupakan




sebuah program yang bertujuan agar seseorang yang belum memiliki sertifikat
tanah bisa mendaftarkan bidang tanahnya melalui program ini untuk mendapatkan
bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut atau yang biasa disebut dengan
sertifikat. namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat
daerah yang sudah diterapkan program PTSL, daerah yang sudah diterapkan
namun belum maksimal dan daerah yang belum diterapkan program PTSL. Hal
ini sangat membutuhkan peran Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang
berkewanngan dalam memaksimalkan program tersebut. Sebab jika program ini
tidak berjalan dengan baik maka tanah sebagai objek kepemilikan akan kerap
menimbulkan masalah yang cukup sensitif karena tidak mendaftarkan tanahnya

atau belum memiliki sertifikat tanah.*®

1.2. Masalah dan Penyelesaian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tim pengabdian akan
membantu masyarakat desa dulohupa dalam memberikan penyuluhan dan bantuan
hukum tentang bagaimana cara penerbitan sertipikat melalui program PTSL yang
bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Gorontalo demi
tercapainya tertib administrasi pertanahan di lingkungan pemerintah kabupaten
Gorontalo melalui program FGD dan penyuluhan hukum secara langsung dengan
menghadirkan instansi terkait dan pakar hukum yang ada di Universitas Negeri

Gorontalo.

3 Yusnita Rachma. 2019. “Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh
Kantor Pertanahan Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Di Desa
Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”. Jurnal MODERAT, ISSN: 2622-
691X (online), Volume 5, Nomor 4, HIm 520



1.3 Metode Yang Digunakan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berorientasi pada peran Badan
Pertanahan Nasional Dalam Menerapkan Program PTSL melalui kegiatan
penyuluhan hukum di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Diskusi
Pelaksanaan kegiatan observasi dilakukan oleh mahasiswa selama dua
minggu untuk mengidentifikasi lokasi yang mengalami masalah
pendaftaran tanah di kalangan masyarakat di Desa Dulohupa.
b. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum
1. Tahap Persiapan
Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang peran Badan
Pertanahan Nasional dalam menerapkan program PTSL, melalui
kegiatan PkM ini mahasiswa melakukan konsultasi dengan para pihak
Pemerintah Kecamatan,Kepala Desa Dulohupa  terkait agenda
pelaksanaan program penyuluhan hukum. Kemudian melakukan
observasi dan pemetaan terhadap masyatakat.
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
Adapun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam kegiatan
PkM adalah masyarakat yang memiliki permasalahan pendaftaran

tanah di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
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3. Kegiatan Penyuluhan Hukum
Penyuluhan hukum tentang penerapan program PTSL dilaksanakan
setelah tahap persiapan yaitu melakukan pertemuan dengan Kepala
Desa, karang taruna dan masyarakat.

4. Penyampaian Materi
Pada tahap ini peserta penyuluhan hukum akan menerima materi
tentang pendaftaran tanah melalui program PTSL yang dilaksanakan di

Desa Dulohupa Kecamatan Telaga.

1.4 Rencana Tindak Lanjut

Akhir dari program pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada
keberlanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setelah kegiatan
ini, tahap pendampingan dari mahasiswa mengingat Kketerbatasan waktu
pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Dulohupa.
1.5. Profil Singkat Mitra

Adapun sasaran dalam program pengabdian kepada masyarakat antara lain:

1. Masyarakat, perangkat Desa serta seluruh pihak yang ada di Desa
Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

2. Bidang yang diselesaikan bersama sebagai berikut:

1. Observasi ke lokasi untuk melakukan identifikasi lokasi paling banyak
mengalami masalah pendaftaran tanah melalui program PTSL di Desa
Dulohupa.

2. Melakukan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat, karang taruna,
mahasiswa, perangkat desa dan DPL dan pihak Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Gorontalo.
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BAB 11
TARGET DAN LUARAN

2.1. Target

Program pengabdian masyarakat ini berupa gerakan penyuluhan hukum dan
bantuan hukum kepada masarakat di Desa Dulohupa tentang bagaimana cara
penerbitan sertipikat melalui program PTSL yang bekerjasama dengan Badan
Pertanahan Nasional kabupaten Gorontalo demi tercapainya tertib administrasi
pertanahan di lingkungan pemerintah kabupaten Gorontalo melalui program FGD
dan penyuluhan hukum secara langsung dengan menghadirkan instansi terkait dan
pakar hukum yang ada di Universitas Negeri Gorontalo serta Memberikan motivasi

kepada masyarakat mitra dalam meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya sertipikat
hak milik atas tanah, kemampuan masyarakat dapat mengurus izin dan persyaratan secara

mudah melalui program PTSL oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo

2.2. Luaran

Adapun luaran dari kegiatan ini adalah berupa peningkatan pemahaman
masyarakat tentang pentingnya untuk segera mengurus penerbitan sertipikat hak milik
atas tanah, dan bagaimana cara mengurus penerbitan sertipikat melalui Program PTSL
yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional kabupaten Gorontalo. Masyarakat
mendapatkan bantuan hukum dalam melakukan pengurusan sertipikat serta pemahaman
bagaimana cara pengurusan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah melalui program

PTSL yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo.
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BAB Il

METODE PELKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengikuti

langkah-langkah sebagai berikut:

3.1 Persiapan dan Pembekalan

Mekanisme pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi tahapan sebagai

berikut;

5.

6.

Perektutan mahasiswa peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

Menyusun Proposal Pengabdian Kolaboratif dilanjutkan dengan pengimputan
secara offline/online

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Lokasi Pengabdian
Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Lokasi Pengabdian
Melakukan pembekalan (coaching) terhadap mahasiswa

Penyiapan sarana dan perlengkapan.

Adapun materi persiapan dan pembekalan yang diberikan kepada mahasiswa

mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1.

Peran dan fungsi mahasiswa dalam program pengabdian kepada masyarakat
Desa Dulohupa

Penjelasan panduan dan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat
Desa Dulohupa

Penjelasan teknik-teknik metode dan program kerja sesuai tema kegiatan
Desain kegiatan inti berupa kegiatan penyuluhan hukum tentang penerapan

program PTSL dalam peningkatan data di Desa Dulohupa.
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3.2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan KKN Pengabdian dengan judul Peran Badan

Pertanahan Nasional Dalam Menerapkan Program PTSL Terhadap Peningkatan

Data di Desa Dulohupa Adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum

terhadap masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut:

1.

2.

Pelepasan mahasiswa oleh pihak fakultas hukum UNG

Pengantaran Mahasiswa Ke lokasi

Penyerahan Peserta Pengabdian Kolaboratif kepada pemerintah desa
Pengarahan mahasiswa oleh dosen pembimbing lapangan dan pemerintah
setempat

Pelaksanaan program pengabdian Kolaboratif

Penyuluhan tentang pendaftaran tanah melalui penerapan program PTSL
terhadap peningkatan data di Desa Dulohupa.

Pemberian plakat

Monitoring evaluasi oleh pembimbing lapangan

Penarikan peserta pengabdian Kolaboratif setelah berakhirnya waktu

pelaksanaan dilokasi.
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3.3.Uraian Program Pengabdian Kolaboratif

Sesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, berikut akan

diuraikan program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan yaitu:

Tabel Program Kerja

Lingkup Program

Kegiatan

Penyuluhan Hukum
tentang program PTSL

kepada masyarakat

Melakukan  koordinasi dan  Komunikasi
bersama Aparat Desa, Narasumber dan Dosen
Pembimbing.

Komunikasi dengan Peserta sosialisasi.

Melaksanakan Penyuluhan Hukum.

Pembentukan Kelompok
bantuan hukum untuk
masyarakat dalam
memahami dan
memanfaatkan program
PTSL vyang diadakan
oleh Badan Pertanahan
Nasional

Kabupaten

Gorontalo

Identifikasi mahasiswa dan perangkat Desa.
Pengukuhan mahasiswa dan perangkat desa
sebagai kelompok bantuan hukum  untuk

masyarakat di desa

Pelatihan

1. Menyusun jadwal pelaksanaan latihan.

2. Melaksanakan kegiatan pelatihan penyuluhan

hukum untuk masyarakat
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3.4. Rencana Aksi Program
Berikut uraian rencana pelaksanaan program Pengabdian Kolaboratif yakni:
1. Pengantaran dan Penerimaan oleh Pemerintah Desa terhadap pengabdian.

2. Pelaksanaan Kegiatan:

a. Pertemuan awal bersama aparat/pemerintah desa setempat, sekaligus
penyampaian rencana kegiatan.

b. Mensikronkan jadwal pelaksanaan program dengan waktu yang
disepakati bersama aparat desa dengan peserta dan pembimbing
lapangan pengabdian kolaboratif.

c. Mengadakan Penyuluhan Hukum tentang program PTSL oleh BPN

d. Pembentukan Kelompok Penyuluh dan bantuna hukum untuk
masyarakat

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam
bentuk jam kerja yang akan diselesaikan mahasiswa peserta Pengabdian

Kolaboratif. Adapun jam Kkerja sebagai berikut:

No Nama Pekerjaan Program Volume (JKEM)

1 | Mensikronkan jadwal | Inventarisasi 35 (7 hari)
pelaksanaan program dengan | Program
waktu yang disepakati bersama
aparat  desa, peserta dan
pembimbing lapangan sekaligus

persiapan pelaksanaan program.

2 | Pelaksanaan Penyuluhan Hukum | Sosialisasi 5 (1 hari)
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PTSL Oleh BPN

4 | Pembentukan dan Pengukuhan | Pengukuhan 50 (10 hari)
Kelompok Penyuluh dan bantuan

hukum kepadsa masyarakat desa .

5 | Seminar Hasil Seminar 5 (1 hari)
6 | Persiapan Penarikan  Peserta | Persiapan 5 (1 hari)
Pengabdian Penarikan
Total Volume Kegiatan 100

3.5. Rencana Keberlanjutan Program

Pasca pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mahasiswa ditarik
kembali ke kampus, diupayakan agar masyarakat dapat berperan penting dalam
menerapkan program PTSL di Desa Dulohupa sehingga masyarakat mudah
melakukan pendaftaran tanah dalam memperoleh sertifikat hak kepemilikan atas

tanahnya.

3.6. Tempat Kegiatan
Tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlokasi di

Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.Gambaran Umum Lokasi Pengabdian
Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo merupakan desa

hasil pemekaran dari Desa Induk Pilohayanga. Nama Dulohupa dipilih karena
disesuaikan dengan karakter masyarakat yang selalu patuh menerima segala
peraturan tanpa pernah mengeluh, yang berarti tidak ada sesuatu yang tidak bisa
diselesaikan dalam tingkat musyawarah.
4.1.1 Gambaran Desa Dulohupa

- Terbentuk sejak Tahun 2007

- Terletak di kec Telaga Kab Gorontalo

- Luas wilayah 150 Ha

- Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Bulango

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hulawa

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pilohayanga

- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Hulawa

- Jumlah Penduduk 1906 jiwa

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Dulohupa
Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal
4 Juli 2022 melalui penyuluhan hukum dengan melibatkan 20 peserta masyarakat,
karang taruna, pemerintah desa Dulohupa, DPL, mahasiswa dan pihak Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo.
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Kegiatan penyuluhan ini secara umum mengundang bapak Kepala Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dengan muatan materi tentang
mekanisme pendaftaran tanah melalui program PTSL. Sedangkan pemateri kedua,
melakukan penyuluhan hukum dengan muatan materi tentang pendaftaran tanah
melalui pejabat pembuat akta tanah. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan
dalam bentuk diskusi interaktif. Diskusi interaktif adalah diskusi yang dilakukan

antara pemateri penyuluh dengan peserta penyuluh.

Dengan adanya kegiatan ini dapat mengatasi permasalahan pertanahan
yang dialami oleh masyarakat di Desa Dulohupa. Peserta penyuluhan begitu
antusias menerima materi dari narasumber sehingga tanpa disadari waktu telah
habis. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini peserta mampu mengetahui dan
meningkatnya kesadaran hukum akan taat hukum. Kegiatan ini menggunakan dua
pendekatan antara lain: pendekatan melalui penyuluhan secara langsung dan

secara door to door.

Kegiatan melalui penyuluhan lebih menitikberatkan pada tanggungjawab
dari semua pihak termasuk negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah
Desa, masyarakat, dalam mengatasi permasalahan tanah yang dihadapi. Dalam
upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, selain upaya kuratif
juga diperlukan upaya preventif agar meminimalisir permasalahan yang dihadapi

masyarakat.

Berbagai uapaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan
pendafataran tanah mulai dari penyusunan beberapa kebijakan; penguatan peran

serta pemerintah dan masyarakat; penyusunan desain strategi program PTSL,
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penguatan kelembagaan dan penyediaan layanan berupa pendampingan dan

penyelesaian persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh DPL dan mahasiswa dengan
menggunakan metode survei pada tanggal 8 Juli 2022, maka diperoleh antusias
dari masyarakat Desa Dulohupa dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum.
Selain itu, memberikan dampak positif yaitu masyarakat memperoleh
pengetahuan tentang prosedur pendaftaran tanah dan meningkatnya kesadaran

hukum.

4.2 Manfaat Pengabdian

Manfaat pelaksanaan Pengabdian adalah menciptakan mahasiswa yang
inovatif dan mempunyai keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan
masyarakat. Selain itu, adanya Pengabdian menjadikan mahasiswa mampu
mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, mampu
memberi solusi terkait masalah kemasyarakatan serta menimba pengalaman yang
menjadi bahan pelajaran dalam mengisi kehidupan di masa depan. Manfaat
khusus untuk Desa adalah Dengan adanya kegiatan ini dapat mengatasi
permasalahan pertanahan yang dialami oleh masyarakat di Desa Dulohupa.
Peserta penyuluhan begitu antusias menerima materi dari narasumber sehingga
tanpa disadari waktu telah habis. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini peserta
mampu mengetahui dan meningkatnya kesadaran hukum akan taat hukum.
Kegiatan ini menggunakan dua pendekatan antara lain: pendekatan melalui
penyuluhan secara langsung dan secara door to door:
1. Perubahan Perilaku Masyarakat (pola pikir, pengetahuan, kesadaran dan

keterampilanmasyarakat dan pemerintah desa)
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a. Masyarakat
Pada dasarnya masyarakat Desa Dulohupa belum memiliki pengetahuan
mengenai program PTSL yang diadakan olen BPN kabupaten Gorontalo
sehingga banyak masyarakat yang memiliki tanah belum mengurus
sertipikat dan belum memiliki sertipikat sebagai alat bukti yang sah
dalam kepemilikan tanah. Minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum
oleh masyarakat Desa Dulohupa Olehnya melalui pengabdian, diharapkan
masyarakat mempunyai masukan terkait pemanfaatan tanah serta
pemahaman atas kesadaran Hukum dalam hal permasalahan yang sering
terjadi pada masyarakat Desa Dulohupa terkait sengketa pertanahan.
b. Pemerintah Desa

Setelah melakukan survei, informasi yang diperoleh bahwa pemerintah
belum secara spesifik melakukan usaha dalam pemberian bantuan hukum
terhadap nmasyarakat yang belum memiliki sertipikat dan belum
mengurus untuk menerbitkan sertipikat ha katas tanah sehingga tidak
terjadi sengketa tanah yang berkelanjutan. Melalui penyuluhan ini
pemerintah desa mendapat masukan khususnya dalam menyelesaikan
sengketa tanah yang sering terjadi di masyarakat serta dapat membantu
masyarakat dalam proses pengurusan sertipikat tanah sehingga berimbas
pada peningkatan kesadaran hukum dan ekonomi masyarakat.

2. Terjalin Hubungan Kejasama (Kemitraan) antara Fakultas Hukum UNG

dengan Desa Dulohupa.
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3. Tindak lanjut PKK
Setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan, direncanakan Desa Dulohupa
sebagai area maupun wilayah untuk mahasiswa dalam melaksanakan
program PKK.

4. Korelasi Mata Kuliah dengan Program (Kegiatan) di Desa khususnya
berkaitan dengan Hukum Argraria, Hukum perdata dan Hukum tentang

pertanahan.

4.3 Hasil Yang Telah Dicapai

Sebelum penyusunan program kerja khususnya berkaitan dengan tema
Pengabdian, mahasiswa dan pembimbing lapangan terlebih dahulu melakukan
observasi ke Desa Dulohupa Kecamatan pilohayanga Kabupaten Gorontalo.
Pemantauan (observasi) ini dilakukan untuk melihat seperti apa persoalan tentang
Permasalahan hukum dalam pertanahan yang dialami masyarakat khususnya
kendala yang dialami pemerintah Desa. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan
pemerintah desa untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Pengabdian dan
mendiskusikan program sesuai kebutuhan di wilayahnya. Hasil koordinasi
tersebut, pemerintah desa meminta agar ada penyuluhan terkait Peningkatan
Pemahaman Hukum pertanahan masyarakat pesisir di Desa Dulohuopa guna
meningkatkan pemahaman kesadaran Hukum masyarakat.

Berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi inilah, sehingga pelaksanaan
Pengabdian di Desa Dulohupa dilakukan dengan beberapa agenda, yakni
Penyuluhan Hukum, pendataan permasalahan sengketa tanah yang terjadi di desa

dan pendampingan kepada masyarakat oleh mahasiswa dan dilaksanakan selama
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30 (tiga puluh hari). Berikut pelaksanaan program pengabdian akan digambarkan

melalui tabel di bawah ini:

Tahapan Capaian Minggu
1. Penerimaan Tim Pengabdian di Desa Dulohupa. Terlaksana | Pertama
2. Rapat Penyusunan Program Dan Tata

Laksananya.
3. Silaturahmi dan observasi di Desa Dulohupa.
Persiapan Program Terlaksana Kedua
Pelaksanaan Program Terlaksana | Kedua dan
Ketiga

1. Penyuluhan Hukum Terlaksana | Keempat

2. Pendataan Permasalahan sengketa tanah Desa

Selanjutnya uraian program selama pelaksanaan pengabdian akan

dijelaskan di bawabh:

1. Penyuluhan Hukum Terkait penyuluhan Program PTSL oleh badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo Di Desa Dulohupa.

Deskripsi
) Keterangan
Kegiatan
Peserta Peserta dalam penyuluhan ini yakni :

1. Kepala Desa

3. Aparat Desa
4. Masyarakat

5. Mahasiswa

2. Kepala BPN Kabupaten Gorontalo
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Narasumber & Pemateri atau narasumber dalam kegiatan yakni :
Moderator 1. Kepala BPN Kabupaten Gorontalo
Judul Materi : Pentingnya Program PTSL dan
mekanisme Program PTSL yang dilaksanakan Oleh
BPN Kabupaten Gorontalo Terhadap peningkatan
kesadaran hukum masyarakat desa dulohupa.
2. Kepala Desa Dulohupa
Judul Materi : Pendaftaran Tanah melalui PPAT dan
PPAT kepala desa
3. Sri Nanang Meyske kamba, SH.,MH (Moderator)
Tujuan Masyarakat dan Pemerintah desa mendapat pembekalan

mengenai sikap dalam menghadapi permasalahan di desa,
serta memberikan solusi terhadap permasalahan pertanahan
terutama terhadap proses penerbitan sertipikat datanh
melalui program PTSL yang dilaksanakan oleh BPN
kabupaten gorontalo guna menunjang perekonomian

masyarakat.

Bentuk Kegiatan

Penyuluhan

Tempat Kegiatan

Kantor Desa Dulohupa

Sasaran

Masyarakat dan Aparat pemerintah Desa Dulohupa.

Peran Mahasiswa

Seluruh  mahasiswa membantu dalam pelaksanaan
penyuluhan, mulai dari koordinasi pemerintah desa,
penyiapan narasumber dan konsumsi serta memfasiltasi

sesi tanya jawab.
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Peran Peserta

Peserta sangat antusias mendengarkan materi penyuluhan
tersebut dan melakukan diskusi (tanya jawab), sehingga

pelaksanaannya berjalan dengan maksimal.

Faktor Pendukung

Metode dalam penyampaian materi narasumber sangat

menarik sehingga kegiatan terlaksana secara baik.

Faktor Penghambat

Tidak ada faktor penghambat yang berarti dalam

pelaksanaan kegiatan ini.

Hasil Terlaksananya penyampaian materi hingga tuntas dan
masyarakat serta aparat Desa memahami pentingnya
Kesadaran Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat.

2. Pendampingan Terhadap Masyarakat Dalam proses penerbitan
sertipikat hak milik atas tanah melalui program PTSL BPN Kabupaten
Gorontalo

Deskripsi Keterangan
Kegiatan
Tujuan Mendata dan mewawancarai masyarakat termasuk kepala

desa terkait masyarakat yang belum memiliki sertipikat hak
milik atas tanah, guna memaksimalkan usaha desa dalam
meberikan bantuan dan penyuluhan tentang Program PTSL

BPN Kabupaten Gorontalo.

Bentuk Kegiatan

Pendataan melalui wawancara dan observasi

Tempat Kegiatan

Rumah masyarakat dan Kantor Desa Dulohupa

Sasaran

Masyarakat Dan Pemerintah Desa

Peran Mahasiswa

Seluruh mahasiswa terlibat langsung untuk wawancara

dan mengumpulkan data.

25




Peran Masyarakat

Masyarakat memberikan keterangan serta informasi perihal

kepemilikan tanah yang belum bersetipikat di desa.

Faktor Pendukung

Antusias masyarakat dalam memberi informasi sehingga

wawancara berjalan baik.

Faktor Penghambat

Sebagian masyarakat kurang menguasai seperti apa Proses
pengurusan sertipikat dan pentingnya memiliki sertipikat ha

katas tanah.

Hasil

Terlaksananya wawancara dan pendataan mengenai
masyarakat yang memiliki tanah namun belum bersetipikat
sehingga masyarakat dapat mengerti bagaimana mudahnya
pengurusan sertipikat melalui program PTLS BPN
Kabupaten Gorontalo penyusunan proposal program PPK

ke depan.

Secara umum pelaksanaan pengabdian ini memperoleh beberapa hasil

sebagai berikut:

1. Kolaborasi dan pendampingan penyusunan kelompok penyuluh untuk

proses pendaftaran tanah sehingga memiliki sertipikat melalui program

PTSL BPN Kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat. Hal ini melihat kenyataan bahwa desa Botubolu’o

merupakan wilayah dengan potensi pertanahan yang luas yang

tanahnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian ataupun usaha

lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat dan

perekonomian masyarakat.
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2. Masukan terhadap Penyusunan kelompok Penyuluh hukum dan
bantuan hukum untuk proses penerbitan sertipikat melalui program
PTSL BPN Kabupaten Gorontalo. Hal ini dilakukan untuk
mewujudkan Desa ini sebagai lokasi yang sadsar akan hukum dan
pentingnya kepemilikan tanah yang bersetipikat sehingga tidak terjadi

sengketa atau permasalahan yang akan timbul di kemudian hari.
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BAB V

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Setelah melaksanakan kegiatan KKN Pengabdian kepada masyarakat
Tahun 2022 di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, maka
rencana tahapan berikutnya adalah membentuk tim dalam penerapan program
PTSL berbasis data sehingga masyarakat di wilayah pedalaman dapat terbantu
dalam mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertifikat hak kepemilikan.
Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat terbantu dan bisa

menyelesaikan permasalahan tanah yang dihadapi.
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada kegiatan pengabdian kepada

masyarakat di Desa Dulohupa sebagai berikut:

1.

6.2 Saran

Pada Kkegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan
penerapan program PTSL melalui penyuluhan secara langsung dengan
mengundang pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo
berbasis masyarakat.

Output dari kegiatan pengabdian masyarakat meningkatnya
pengetahuan dan kesadaran hukum masyarkat untuk mendaftarkan

tanahnya melalui program PTSL.

1. Pemerintah Desa Tabongo Timur bekerjasama dengan masyarakat dalam

mengatasi permasalahan pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat di

Desa Dulohupa.

2. Melakukan kegiatan serupa secara berkelanjutan untuk meningkatkan

kesadaran hukum masyarakat.
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Fakultas Hukum UNG Kec. Telaga Kab.Gorontalo

SEPULUH RIBU RUPIAH
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Terhadap Peningkatan Data Kepemilikan Sertifikat Tanah
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e-mail : taufigsarsonlaw@ung.ac.id" , nirwan.junus@ung.ac.id?

Abstrak

Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan jaminan kepastian
hukum atas kepemilikan ha katas tanah. Namun masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan
tanahnya untuk memperoleh sertifikat. Adapun sasaran pada kegiatan ini adalah masyarakat yang belum
memiliki sertifikat. Metode yang digunakan pada kegiatan penyuluhan hukum adalah metode dialog
interaktif. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
masyarakat tentang tata cara pendaftaran tanah. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan penyuluhan
adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang taat
dan sadar hukum.

Kata Kunci: Penyuluhan, Impelentasi, Program PTSL
Abstract

Land registration is an activity carried out to obtain legal certainty over the ownership of land rights.
However, there are still many people who have not registered their land to obtain a certificate. The target
in this activity is people who do not have a certificate. The method used in legal counseling activities is an
interactive dialogue method. The purpose of this service activity is to increase public knowledge and
understanding of land registration procedures. The results achieved from the extension activities are
increasing knowledge and understanding of the community so as to create a society that is obedient and
aware of the law.

Keywords: Extension, Implementation, PTSL Program
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PENDAHULUAN
Tanah merupakan elemen penting bagi

kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan
pertumbuhan  penduduk yang semakin
meningkat tiap tahunnya, sebanding dengan
kebutuhan akan tanah. Berbagai macam cara
yang dilakukan oleh masyarakat untuk
menguasai, memiliki bahkan  akan
menimbulkan sengketa permasalahan tanah.

(Prakoso, 2021)

Merujuk pada Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar  kemakmuran  rakyat”.  Dapat
disimpulkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 merupakan sumber hukum (materiil)
yang membawa kemakmuran, keadilan dan
kepastian hukum bagi negara. (Kartika

Widyaningsih, 2019)

Kebutuhan masyarakat akan tanah,
searah dengan lajunya pembangunan
disegala bidang yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Indonesia. Dengan demikian,
fungsi tanah mengalami perkembangan
sehingga kebutuhan masyarakat akan tanah

meningkat. (Suwondo, 2019)

Pendaftaran tanah merupakan suatu
kegiatan yang dilakukan pertama kali untuk

mendaftarkan tanah-tanah yang belum
pernah di daftarkan atau belum pernah
disertifikatkan. Sebagai hal yang sangat
penting, hak atas tanah perlu dilakukan
pendaftaran tanah untuk menjamin adanya
kepastian hukum, guna menjamin adanya
kepastian hukum bagi para pemegang hak
dan para pihak yang berkepentingan pada
tanah tersebut. (Laksana, 2021)

Olehnya itu, tim pengabdian Fakultas
Hukum  Universitas Negeri  Gorontalo
menangkat permasalahan pendaftaran tanah
melalui ~ program  pendaftaran  tanah
sistematis lengkap (PTSL) yang bekerjasama
dengan Pemerintah Desa Dulohupa untuk
melaksanakan penyuluhan hukum sehingga
permasalahan tanah yang dialami oleh

masyarakat Desa Dulohupa dapat teratasi.

METODE
Sasaran pada kegiatan pengabdian

masyarakat adalah masyarakat yang belum
memiliki sertifikat tanah di Desa Dulohupa
Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
Alasan memilih desa Dulohupa sebagai
tempat kegiatan pengabdian karena banyak
masyarakat di desa Dulohupa telah memiliki
tanah namun belum mengurus sertipikat hak
milik, maka dari itu kegiatan penyuluhan ini
mentargetkan kepada masyarakat agar dapat
memperoleh pengetahuan mengenai
bagaimana cara mengurus sertipikat hak

milik melalui program PTSL vyang di
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selenggarakan olenh Badan Pertanahan

Nasional  Kabupaten  Gorontalo, dan
Dipilihnya Desa Dulohupa sebagai tempat
penyuluhan agar masyarakat di desa
dulohupa taat akan hukum dan terhindar dari
berbagai macam sengketa atas tanah akibat
belum memiliki sertipikat hak milik sebagai
alat bukti yang kuat. Peserta pada kegiatan
penyuluhan hukum berjumlah 20 peserta.
Kegiatan penyuluhan hukum menggunakan
metode dialog interaktif. Dialog interaktif
merupakan kegiatan diskusi dua arah yang
membahas topik implemetasi program
pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)
dengan menghadirkan narasumber yang ahli
dibidangnya yakni Bapak Zufran Amuati,
SH selaku Kepala Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Gorontalo dan Bapak
Moh. Taufiq
SH.,MH.,M.Kn selaku dosen Fakultas

Hukum Universitas Negeri  Gorontalo.

Zulfikar Sarson,

Selanjutnya dilanjutkan sesi Tanya jawab
antara  narasumber  dengan peserta

penyuluhan secara terbuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN
dilakukan
penyuluhan hukum dengan melibatkan
Terlebih  dahulu

dilakukan observasi dan pengumpulan data

Sebelum kegiatan

peserta  penyuluhan.

di Desa Dulohupa yang dilaksankan pada

tanggal 13 Juni 2022 dengan melibatkan

dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo. Dari hasil
observasi dan pengumpulan data di peroleh
beberapa faktor penyebab masyarakat tidak
mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan
sertifikat antara lain: (a) kurangnya
penyuluhan hukum tentang pendaftaran
tanah; (b) rendahnya kesadaran hukum
masyarakat; (c) rendahnya pengetahuan
masyarakat tentang tata cara pendaftaran
tanah; (d) biaya atau ekonomi dalam
pembuatan  sertifikat; (e)  kurangnya
keinginan masyarakat untuk mengurus
pendaftaran tanahnya.
Berdasarkan hasil obeservasi
tersebut, Fakultas Hukum Universitas Negeri
Gorontalo  bekerjasama dengan  pihak
Pemerintah Desa  Dulohupa  untuk
melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum.
Kegiatan ini dilakukan untuk menjawab
permasalahan pertanahan yang terjadi di
Desa Dulohupa. Adapun tujuan dari kegiatan
ini adalah memberikan pemahaman dan
pengetahuan kepada masyarakat betapa
pentingnya mengurus pendaftaran tanah
sehingga masyarakat memiliki kekuatan
hukum atas kepemilikan tanahnya sebagai

alas haknya.
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N éﬁibar 1: Observasi N

Tahap selanjutnya, dilakukan
kegiatan penyuluhan hukum pada tanggal 4
Juli yang bertempat di Aula Kantor Desa
Dulohupa. Pada kegiatan ini melibatkan
pemerintah  desa  Dulohupa,  Camat,
masyarakat, karang taruna, PKK, dosen,
mahasiswa dan Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Gorontalo. Pada kesempatan
kegiatan penyuluhan hukum dihadiri oleh 20
peserta penyuluhan dan narasumber dari
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Gorontalo yakni Bapak Zufran Amuati, SH
selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Gorontalo dan Bapak Moh.

Taufiq Zulfikar Sarson, SH.,MH.,M.Kn

selaku dosen Fakultas Hukum Universitas
Negeri Gorontalo.

Kegiatan  ini  diawali  dengan
penyampaian kata sambutan oleh Kepala
Desa Dulohupa yakni Bapak Orion Daud,
S.Pd. Dalam

mengucapkan terima kasih kepada pihak

penyampaiannya  beliau
Fakultas Hukum  Universitas  Negeri
Gorontalo yang telah memilih Desa
Dulohupa dan beliau berharap masyarakat
mengikuti  kegiatan penyuluhan hukum
secara seksama dan berpartisipasi dalam
memberikan pertanyaan berkaitang dengan
permasalahan pertanahan yang mereka
alami.

Kegiatan penyuluhan hukum terdiri
dari dua sesi. Sesi pertama adalah
penyampaian materi dari kedua narasumber
dan sesi kedua adalah tanya jawab antara
narasumber dengan peserta penyuluhan
hukum. Pada sesi penyampaian materi
diawali oleh narasumber pertama yakni
Bapak Zufran Amuati, SH dengan
membawakan topik “tata cara pendaftaran
tanah melalui program pendaftaran tanah
sistematis lengkap (PTSL)”. Dalam topik ini
poin yang perlu di highlight adalah
mekanisme pendaftaran tanah karena belum
memiliki  sertifikat dari awal, karena
perjanjian jual beli dan karena pewarisan.
Kemudian dilanjutkan oleh narasumber
kedua yakni Bapak Moh. Taufiq Zulfikar
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Sarson, SH.,MH.,M.Kn dengan
membawakan topik “penyelesaian sengketa
pertanahan” yang menitikberatkan pada
langkah yang ditempuh dalam

menyelesaikan sengketa pertanahan melalui

non litigasi maupun litigasi.

A l | K‘,.
Gambar 2: Penyuluhan Hukum
Sesi kedua dilakukan diskusi secara

terbuka antara narasumber dan peserta

penyuluhan hukum. Peserta begitu antusias

mengikuti secara seksama penyampaian
materi yang disajikan oleh narasumber,
terbukti banyak peserta yang bertanya cara
pendaftaran tanah karena pewarisan dan
langkah yang harus di ambil jika terjadi
sengketa pertanahan, sampai tak terasa
kehabisan waktu.

Kegiatan pengabdian masyarakat
yang telah dilaksanakan  memberikan
dampak positif kepada masyarakat Desa
membantu

Dulohupa.  Kegiatan  ini

masyarakat untuk meminimalisir
permasalahan pertanahan yang terjadi di
Desa  Dulohupa. Melalui kegiatan
penyuluhan ini tingkat pemahaman dan
pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran
tanah melalui program pendaftaran tanah
sistematis  lengkap  (PTSL)  semakin
meningkat.

Hal ini dibuktikan dari hasil survei
yang dilakukan oleh tim pengabdian,
sebagian besar pernyataan masyarakat Desa
Dulohupa mendapatkan pengetahuan baru
tentang tata cara dan penyelesaian sengketa
pertanahan. Sehingga masyarakat lebih
memahami konsep pendaftaran tanah dan
penyelesaian sengketa melalui non litigasi
maupun litigasi.

UCAPAN TERIMA KASIH
Tim pengabdian Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo mengucapkan
terima kasih kepada Pemerintah Desa

Dulohupa, karang taruna, PKK, masyarakat
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dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Gorontalo yang telah berpartisipasi dan
mensukseskan kegiatan pengabdian ini.

SIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa, kegiatan

pengabdian masyarakat yang dilakukan di
Desa  Dulohupa  Kecamatan  Telaga
Kabupaten Gorontalo telah terlaksana
dengan baik, hal ini di dukung oleh besarnya
antusiasnya masyarakat mengikuti kegiatan
penyuluhan hukum. Selain itu, melalui
penyuluhan ini  menunjukkan adanya
peningkatan pengetahuan dan pemahaman
masyarakat terhadap aturan hukum yang

berlaku.
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PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

KECAMATAN TELAGA
DESA DULOHUPA
Alamat : Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo
Nomor : 145/707.2/DB-BP/V11/2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Luaran Produk Pengabdian Kolaboratif
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo

Di Kota Gorontalo

Dengan Hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat
Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa kerjasama antara Program Studi limu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga
Kabupaten Gorontalo, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Orion Daud, S.Pd
Jabatan : Kepala Desa Dulohupa
Alamat : Desa Dulohupa, Kec. Telaga Kab. Gorontalo

Dengan ini menyatakan, Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini
menghasilkan produk berupa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Layanan Pos BAKUM
Terpadu Berbasis Masyarakat Dalam Penyelesaian Permasalahan. Layanan ini selain
dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat juga membantu Pemerintah Desa untuk
bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karenanya, kami
selaku Aparat Pemerintah Desa Dulohupa sangat mengapresiasi sekaligus mengucapkan
terima kasih atas dihasilkannya luaran produk Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif
ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Gorontalo,
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A. RINGKASAN SUBPROPOSAL

Desa Dulohupa berada di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
merupakan desa hasil pemekaran dari desa induk Pilohayanga. Terbentuk
sejak Tahun 2007 Terletak di Kec. Telaga Kab. Gorontalo, Luas Wilayah :
150 Ha. Permasalahan kursial yang dihadapi Desa Dulohupa baik secara
perdata maupun pidana, secara perdata masalah yang diahadapi yakni masalah
tentang pertanahan dan secara pidana yaitu masalah (MIRAS, Perjudian, Anak
dibawah umur menghirup lem EHA BON). Melalui perencanaan pendirian
layanan Pos BAKUM terpadu yang akan bekerja sama dengan pihak
Pemerintah Desa, pihak Badan Pertanahan Nasional, pihak Kepolisian Sektor
Kecamatan Telaga, Pihak terkai lainnya yang akan memberikan bantuan
pelatihan khusus kepada masayarakat. Pelatihan kepada masyarakat
berhubungan erat dengan masyarakat dalam meguasai penggunaan menu
tambahan dalam website Desa Dulohupa yang akan menampung semua
persoalan yang akan dihadapi oleh masyarakat. sedangkan Pos BAKUM
dijadikan sebagai wadah oleh pemerinta Desa untuk masyarakat yang akan
dibantu oleh pihak terkait dan Kepala Desa sebagai mediator dalam layanan

Pos Pengaduan tersebut.

Metode yang digunakan adalah melatih masyarakat dalam mengakses
menu tambahan layanan pengaduan serta melakukan pemanfaatan layanan Pos
BAKUM Terpadu sebagai wadah penyelesaian permasalahan oleh pemerintah
Desa. Tahapan kegiatan yanag dolakuakan dimulai dari Mengumpulkan
kelompok masyarakat melalui pemerintah desa. Melaksanakan membuatan
pos bakum dan penambahan menu layanan pengaduan, Memperkenalkan pos
bakum dan menu layanan pengaduan sebagai wadah untuk penyelesaian
permasalahan masyarakt, Melaksanakan Pelatihan peggunaan menu layanan
pengaduan pada website desa dulohupa, Melaksanakan evaluasi guna
mengukur ketercapaian program yang dilaksanaka. Tahapan terakhir adalah

mempublikasi kegiatan melalui media sosial dan media masa.



B. JUDUL
Judul  Subproposal program  penguatan  kapasitas  organisasi

kemahasiswaan “ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
LAYANAN POS BAKUM TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DALAM
PENYELESAIAN PERMASALAHAN”

C. PENDAHULUAN

Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo merupakan desa
hasil pemekaran dari desa induk Pilohayanga. Nama ‘Dulohupa’ dipilih
karena disesuiakan dengan karakter masyarakatnya yang selalu patuh dan
menerima segala peraturan tanpa pernah mengeluh, yang berarti tidak ada
sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dalam tingkatan musyawarah. Terbentuk
sejak Tahun 2007 Terletak di Kec. Telaga Telaga Kab. Gorontalo, Luas
Wilayah : 150 Ha, Batas Wilayah Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai
Bolango, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hulawa, Sebelah Utara
berbatasan dengan Desa Pilohayanga, Sebelah Selatan berbatasan dengan
Desa Hulawa, Luas Tanah Kering 80%. Permasalahan kursial yang dihadapi
Desa Dulohupa yaitu tentang pertanahan dan tindak pidana yang dilakukan
olen masyarakat seperti ( Perjudian, MIRAS, anak dibawah umur yang
menghirup lem EHA BON). Oleh karenanya perlu melakukan penyelesaian
permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dengan mendirikan Pos
BAKUM (Bantuan Hukum) yang memberikan wadah kepada masyarakat
untuk menyelesaikan suatu masalah. Pos Bakum ini akan didirikan dan
dikelola oleh Pemerintah Desa Dulohupa serta akan bekerjasama dengan pihak
terkait yang mempunyai kewenangan terhadap permasalah kursial yang
terjadi.

Selain mendirikan Pos BAKUM, solusi yang kami tawarkan untuk
mengembangkan aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Dulohupa
yakni dengan menambahkan satu menu tentang pengaduan masyarakat di
aplikasi tersebut. Menu tersebut akan bisa digunakan oleh masyarakat untuk
mengadukan apapun masalah yang dihadapi. Hal ini akan memudahkan
Pemerintah Desa untuk mengetahui masalah yang terjadi dan kemudahan

mengakses informasi yang berkembang di masyarakat. Semua kegiatan desa



akan selalu membutuhkan adanya peran dan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes ) untuk meningkatkan kegiatan hingga mecapai tujuan yang

ditargetkan.

(Gambar 1, Proses wawancara bersama Pemerintah Desa)

D. SOLUSI PERMASALAHAN

Desa dulohupa memiliki permasalahan berkaitan dengan bidang pidana
dan pedata. Di bidang pidana permasalah berupa minuman keras. Anak di
bawah umur yang menghirup eha bond dan judi. Di bidang perdata berupa
permasalahan tanah. Sebelum ke ranah pengadilan, bentuk penyelesaian
dilakukan secara mediasi oleh mediator. Mediator disini adalah kepala desa
dulohupa itu sendiri. Berdasarkan hasil obesrvasi, pengaduan berkaitan
dengan permasalahn masyarakat dulohupa ini sangat minim, nanti setelah
terjadinya hal yang tidak di inginkan pihak desa baru akan mengetahui bahwa

telah terjadi permasalahan di desanya apalagi terkait dengan permasalah



pidana. Berdasarkan pernyataan yang di tuturkan oleh sekretaris desa
dulohupa. Yang menjadi penyebab desa kurang mengetahui permasalahan di
desanya adalah kurangnya pengetahuan akan bentuk penyelesaian
permasalahan dan wadah atau tempat bagi masyarakat desa dulohupa untuk

menyelesaian permasalahan.

Melihat tunduk permasalahan tersebut penulis lahir dengan solusi yang
implementatif dengan membuat pos bantuan hukum (POS BAKUM) yang
akan melayani segala mcam persoalan yang ada di desa dulohupa. Pos Bakum
ini akan didirikan dan dikelola oleh Pemerintan Desa Dulohupa serta akan
bekerjasama dengan pihak terkait yang mempunyai kewenangan terhadap
permasalahan yang terjadi. Permasalahan terkait dengan tindak pidana
pemerintah akan bekerjasama denga pidak kepolisian. Jika permasalahan
terkait dengan pertanahan, pemerintah akan bekersama dengan pihak badan

pertanahan nasional kabupaten Gorontalo.

Solusi lainnya yang penulis tawarkan untuk mengembangkan aplikasi
yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Dulohupa yakni dengan
menambahkan satu menu tentang pengaduan masyarakat di aplikasi tersebut.
Menu tersebut akan bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengadukan
apapun masalah yang dihadapi. Hal ini akan memudahkan Pemerintah Desa
untuk mengetahui masalah yang terjadi dan kemudahadan mengakses
informasi yang berkembang di masyarakat. Pelatihan kepada aparat desa dan
marsyarakat adalah tindak lanjut yang tepat dari solusi yang ditawarkan
sebelumnya. Solusi permasalahan yang kami tawarkan di harapkan mampu
menampung dan menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat desa

dulohupa

E. TUJUAN

Adapun tujuan yang akan dicapai atau kondisi baru setelah adanya
kegiatan PPK ORMAWA yakni:
1. Mewujudkan masyarakat Desa Dulohuta yang taat akan hukum

2. Memberikan solusi penyelesaiankan permasalahan di Desa Dulohupa



3. Meningkatkan kesadaran masyarakat

4. Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien

F. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM
Perubahan Perilaku Masyarakat (Pola pikir, pengetahuan, kesadaran dan
keterampilan masyarakat dan pemerintah desa)
a. Masyarakat Desa Dulohupa
Masyarakat Desa dulohupa masih kurangnya pengetahuan dan
pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan dan wadah atau
tempat bagi masyarakat desa dulohupa untuk menyelesaikan masalah
yang dihadapi mereka, maka dengan program yang akan dijalankan
seperti pendirian Pos BAKUM akan membantu masyarakat dalam
menyelesaikan masalah
b. Pemerintah Desa
Setelah melakukan observasi dilapangan, informasi yang diperoleh
bahwa pemerintah desa belum optimal membantu masyarakat dalam
menyelesaikan masalah yang diadukan masyarakat. hal ini bukan
kurangnya kemampuan pemerintah Desa dalam menyelesaikan
permasalahan masyarakat namun terbatasnya dengan kewenangan
pemerintah Desa dan kurangnya iktikad baik oleh masyarakat
2. Perubahan Fisik
Terciptanya pendirian Pos BAKUM vyang efektif melalui digitalisasi
BUMDES sehingga mendukung terjadinya peningkatan pelayanan untuk
masyarakat. hal ini diwujudkan melalui penataan dan pengembangan pada
sistem informasi yang berdampak positif pada kemudahan dalam
mengakses menu pelayanan pengaduan di aplikasi desa tersebut.
3. Terjalin Hubungan Kerjasama (kemitraan) berbagai pihak
a. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo
b. Pihak Kepolisian
Sebagai instansi yang akan turut serta dalam memberdarayakan
masyarakat dengan cara menyediakan bantuan khusus yang terdiri dari

pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa dan pihak terkait lainnya.



a. Pengoptimalan Kinerja Kelompok Masyarakat

Kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam berbagai bentuk
persoalan sehingga masyarakat Desa Dulohupa lebih efektif dan efisien.
Kedepannya program ini dapat terjaga dan dikembangkan oleh masyarakat
Desa Dulohupa
b. Program tindak lanjut pasca PPK ORMAWA

Usai kegiatan PPK ORMAWA dilaksanakan, direncanakan akan
dilakukan sehingga dapat menarik perhatian desa lain untuk lebih
mengoptimalkasn potensi desa dan terciptanya pelayanan masyarkat yang

berbasis digital untuk memudahkan masyarakat.

G. LUARAN YANG DIHARAPKAN
Luaran Wajib

1. Terbentuk layanan pengaduan secara online yang dapat dioperasikan oleh
seluruh kalangan masyarakat yang berada di desa dulohupa.

2. Publikasi video kegiatan yang diunggah pada kanal youtube Fakultas
Hukum, serta publikasi berita kegiatan pada website Fakultas Hukum dan
juga publikasi kegiatan sehari-hari diakun media sosial Instagram

organisasi mahasiswa sehingga akan dikenal luas oleh masyarakat.

H. MANFAAT

Dengan adanya penambahan sebuah menu pelayanan pengaduan pada
website desa dulohupa dapat memperluas ruang informasi dari masyarakat
kepada pihak desa terkait permasalahn yang terjadi didesa dulohupa. Dengan
semakin terbukanya ruang informasi yaitu berupa layanan pengaduan yang
disediakan, maka pola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat
akan tersusun melalui sebuah sistem yang baik. Hal ini dilakukan untuk
meminimalisir terhadinya permasalahn hukuum yang terjad dedesa dulohupa
khususnya mengenai permasalahan tanah dan kasus criminal. laporan
masyarakat terhadap suatu tindak pelanggaran bisa disampaikan melalui

layanan pengaduan.



I. METODE PELAKSANAAN

1. Menguraikan roadmap kegiatan jelas dan sistematis untuk kurun

waktu 1-2 tahun yang dilengkapi dengan target capaian setiap tahun
A. ldentifikasi Masalah

Identifikasi masalah penting dilakukan untuk memetakan kegiatan agar
berkesinabungan serta target capaian pertahun. Adapun target capaian per

tahunnya sebagai berikut:

a. Tahun pertama Kkita lebih fokus pada pembuatan POS BAKUM dan
penambahan menu layanan pengaduan dan melatih bagaimana cara
membuat aduan permasalahan melaui menu layanan pengaduan pada
website desa dulohupa.

b. Tahun kedua kita memiliki target dimana hasil dari yang dilatih kepada
masyarakat dan juga aparat desa dulohupa terkait pos Bakum dan
layanan pengaduan pada website desa dulohupa dapat dilaksanakan.
Sehingga diharpakan mampu menampung dan  menjawab

permasalahan yang ada dalam masyarakat desa dulohupa

B. Penyusunan Program

[ Observasi Lapangan ]

|}

[ Perumusan Isu dan Tujuan Kegiatan ]

-

[ Penyusunan Proposal ]

-

[ Rapat bersama Pemerintah Desa dan BUMDES ]

-

[ Kunjungan dengan pihak terkait ( BPN dan pihak Kepolisian

Pembuatan Pos BAKUM dan penambahan menu layanan ]

I

[ Pengenalan layanan Pos BAKUM penambahan menu layanan ]

!

'

[ Pelatihan penggunaan menu layanan pengaduan

|

[ Pos BAKUM terpadu ]




2. Menguraikan tahap-tahap kegiatan yang akan dilakukan yang
meliputi:
a. Menguraikan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat;

Dari hasil data yang didapatkan, tim menyimpulkan kebutuhan yang
sangat diperlukan oleh warga Desa dulohupa adalah bantuan hukum untuk
menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di desa dulohupa guna
menyelesaian permasalahan yang ada dan juga untuk keberlangsungan
BUMDes.

b. Menjelaskan deskripsi ringkas khalayak sasaran sesuai topik yang
dipilih;

Tim mengambil topik terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Layanan
Pos Bakum Terpadu Berasis Masyarakat Dalam Penyelesaian Permasalahan
dengan menyesuaikan dengan kondisi permasalahan hukum yang sering
dihadapi di desa dulohupa (Desa, Pengelola atau Pengurus BUMDes) yaitu
dengan membuat pos bakum dan layanan pengaduan. Program yang
dilaksanakan adalah untuk menciptanya pelayanan publik yang terpadu agar
dapat membantu masyarakat untuk menyampaikan suatu permasalahan
c. Menguraikan rencana bentuk intervensi yang akan diberikan ke

sasaran

Berdasarkan hasil observasi ke lokasi dan wawancara bersama Kepala
Desa serta beberapa masyarakat sekitar, tim menguraikan rencana bentuk
intervensi pada khalayak sasaran dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

» Tahap | : Setelah tiba di lokasi, langkah awal yang akan dilakukan tim

adalah mempersiapkan administrasi dan kebutuhan yang diperlukan.

» Tahap Il : Tim akan melakukan koordinasi dengan aparat desa
sekaligus untuk penyamaan persepsi terkait kegiatan maupun yang
akan diselenggarakan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

» Tahap Il : mengunjungi pihak-pihak terkait dalam hal ini pihak
kepolisian dan badan pertanahan nasional kabupaten gorontalo untuk
bekerjasama dalam pembuatan pos bakum dan menu layanan

pengaduan



» Tahap IV : Pembuatan posbakum dan menu layanan pengaduan pada
website desa dulohupa oleh operator desa dulohupa dan Universitas
negeri gorontalo dalam hal ini badan usaha milik kampus yang juga
merupakan instansi dan institusi pendidikan akan mengambil peran
dalam pengadaan tenaga profesinal untuk melakukan pembuatan dan
pelatihan kepada masyarakat

» Tahap V: Tim melakukan persiapan baik pemantauan lokasi,
penyediaan tempat dan alat yang digunakan dalam pelatihan, termasuk
menghubungi narasumber serta membuat surat maupun undangan
(kepentingan administrasi) untuk peserta, dan aparat desa sehubungan
dengan kegiatan pelatihan penggunaan menu layanan pengaduan pada
website desa dulohupa.

» Tahap VI : Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Bagi masyarakat dan
pemerintah desa tentang penggunaan menu layanan pengaduan dari
aparat desa dulohupa dan tenaga profesional yang di hadirkan oleh
badan udaha milik kampus universitas negeri gorontalo

» Tahap VII : Evaluasi program sebelumnya apakah berhasil dipahami
oleh masyarakat.

» Tahap VIII: Publikasi keberhasilan kegiatan dimuat dalam bentuk
berita dimedia sosial.

» Tahap IX : Puncak kegiatan ini adalah seminar hasil tentang
keberhasilan program posbakum di Desa dulohupa

d. Merintis kemitraan dengan berbagai pihak diluar desa/kelurahan,
sedangkan mitra di desa/kelurahan sifatnya menjadi keharusan

Tim merintis dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo,

pihak Kepolisian sektor Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan Desa sebagai instansi
yang akan turut serta dalam memberdayakan masyarakat dengan cara
menyediakan bantuan khusus. Universitas Negeri Gorontalo dalam hal ini
Badan Usaha Milik Kampus yang juga merupakan instansi dan institusi
pendidikan akan mengambil peran dalam pengadaan tenaga profesional untuk

melakukan pelatihan kepada masyarakat.



e. Merumuskan indikator keberhasilan dan metode pengukurannya
sesuai topik yang dipilih

1. Dengan adanya layanan terpadu Pos BAKUM akan mampu meminimalisir
masalah yang dihadapi di Desa Dulohupa dan kemampuan penguasaan
masyarakat dalam mengakses website Desa Dulohupa

2. Adanya dukungan dari mitra yang ada di Desa dapat membantu tim serta
masyarakat setempat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pos BAKUM terpadu

3. Adanya program ini dapat menunjang pengelolaan desa melaui kegiatan
positive yang dijalankan sesuai manfaat yang dirasakan

Metode yang digunakan adalah melatih masyarakat dalam mengakses
menu tambahan layanan pengaduan serta melakukan pemanfaatan layanan Pos
BAKUM Terpadu sebagai wadah penyelesaian permasalahan oleh pemerintah
Desa
f. Melaksanakan program;

Pelaksanaan program ini meliputi :

1. Mengumpulkan kelompok masyarakat melalui pemerintah desa.

2. Melaksanakan membuatan pos bakum dan penambahan menu layanan

pengaduan

3. Memperkenalkan pos bakum dan menu layanan pengaduan sebagai

wadah untuk penyelesaian permasalahan masyarakat

4. Melaksanakan Pelatihan peggunaan menu layanan pengaduan pada

website desa dulohupa.

5. Melaksanakan evaluasi guna mengukur ketercapaian program yang

dilaksanakan
g. Menguraikan bentuk dukungan pemerintah lokal;

Usai komunikasi dilakukan dengan Pemerintah desa sebagai bagian dari
koordinasi guna penyelenggaraan kegiatan, pemerintah desa menyatakan siap
mendukung dan akan memberikan bantuan serta bersedia mengumpulkan
masyarakat dalam pelatihan penggunaan layanan pengaduan. Hal ini
dibuktikan dengan surat perjanjian kerja sama antara pemerintah desa

dulohupa dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
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h. Menguraikan bentuk - bentuk pembinaan kelompok sasaran;

Pembinaan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan serta
monitoring sesuai kegiatan yang diusung tim pelaksana. Pembinaan kepada
sasaran didasarkan pada masalah yang dihadapi. Sementara monitoring
dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

i. Monitoring dan Evaluasi

Tingkat keberhasilan yang langsung melibatkan langsung tim pelaksana
diukur melalui monitoring dan evaluasi. Monitoring tersebut dilakukan selama
perlaksanaan pelatihan dan pendampian dilapangan, untuk mengetahui
kekurangan selama pelaksanaan program. Monitoring dilaksanakan pula
dengan secara bertahap untuk selanjutnya diadakan evaluasi. Kegiatan
evaluasi dilaksanakan untuk menyempurnakan kekurangan selama
pelaksanaan kegiatan.

J. Lokakarya hasil dengan menghadirkan stakeholder untuk diseminasi
dan publikasi;

Pada pelaksanan program ini, kami melibatkan Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Gorontalo, Sektor Telaga dan pihak terkait untuk memberikan
penyuluhan kepada Selain itu, diharapkan pula kepada pemerintah desa
setempat untuk meneruskan program ini sebagai bentuk dan wujud
tanggungjawab kepada seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, penting
untuk tim melakukan publikasi agar program ini tetap terus ada.

k. Audiensi ke pemerintah setempat untuk mempresentasikan capaian
hasil kegiatan dan menjajaki potensi keberlanjutan

Untuk mempresentasikan hasil dan capaian program baik secara langsung
dan tidak langsung maupun pada saat seminar hasil membutuhkan audiensi
dan pemerintah daerah setempat. Selanjutnya membahas keberlanjutan
program agar berkesinambungan
I. Mengolah data dan menulis laporan

Pengolaan data berlangsung selama pelaksanaan program untuk
memastikan kelancaran dan efektivitas kegiatan di lapangan. Data ini
digunakan sebagai sumber informasi utuk mengukur keberhasilan penyusunan

laporan akhir yang dihasilkan secara berkala pada setiap tahapan kegiatan.
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1. Laporan Awal;disesuaikan dengan hasil yang dicapai selama proses
pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat desa dulohupa..

2. Revisi Laporan; hal ini dilakukan jika ada perkembangan baru pada saat
program sedang berlangsung atau telah selesai.

3. Laporan Akhir; laporan yang disusun setelah dilakukan revisi. Jika
terdapat kesalahan dalam penyusunan maka akan dilakukan penyesuaian
agar laporan akhir ini dapat mencapai hasil yang maksimal dari
sebelumnya.

m. Menguraikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan setelah laporan
diselesaikan, termasuk siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut
Setelah laporan kegiatan di susun, dilakukan pengecekan dan

pendampingan di lapangan setelah program dilaksanakan untuk memastikan

keberlanjutannya, dalam hal ini oleh mitra dan lembaga, dengan kampus
sebagai pelaksana. Selanjutnya pihak kampus membuat rencana program lebih
lanjut di desa binaan tersebut untuk memastikan bahwa masyarakat, aparat dan
pengelolah dapat melakukan kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara
maksimal.

Kemudian rencana program lanjutan dapat berupa pengabdian kepada
masyarakat, terutama melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa dan

pengabdiam mandiri oleh dosen.
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DAFTAR PUSTAKA

https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/4292/dulohupa.

https://dulohupa.desa.id

https://www.pa-mungkid.go.id tentang dasar aturan POSBAKUM

Wawancara bersama Kepala Desa Dulohupa tanggal 28 Juni 2022
Wawancara bersama Sekretaris Desa Dulohupa hari Selasa tanggal 5 juli 2022

Hasil Penyuluhan Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menerapkan Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Peningkatan Data Kepemilikan

Sertifikat Tanah Di Kabupaten Gorontalo
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